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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan industri merupakan bagian integral dari rangkaian

pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam mencapai sasaran

pembangunan jangka panjang yang bertujuan untuk membangun industri,

sehingga bangsa indonesia mampu tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri,

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.1

Pengembangan industri merupakan suatu jalur kegiatan untuk peningkatan

kesejahteraan dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang

lebih bermutu. Industrialisasi tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu

sumber daya manusia dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam

serta sumber daya yang lainnya. Dengan demikian industrialisasi sebagai bentuk

usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga manusia disertai usaha untuk

meluaskan ruang lingkup kegiatan manusia.

Oleh karena itu pembangunan merupakan salah satu upaya untuk

pemenuhan manusia di suatu daerah. Aspek yang paling mendasar dari

pembangunan ekonomi, perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukanlah

perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dianggap sebagai perencanaan untuk

memperbaiki penggunaan sumber daya yang tersedia di daerah tersebut untuk

1 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM
YKPN, 2010), h. 453
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memperbaiki kapasitas sektor dalam menciptakan nilai sumber-sumber daya

swasta secara bertanggung jawab.

Perkembangan di sektor industri adalah salah satu sasaran pembangunan

di bidang ekonomi pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang

produktif mandiri, maju dan berdaya saing. Karena di bidang ini sektor industri

mampu menciptakan lapangan usaha, sehingga mampu memperluas lapangan

kerja, maka dapat meningkatkan standar kesejahteraan hidup masyarakat.

Menurut Moore (1965), munculnya industrialisasi tidak hanya unsur

pokok bagi pertumbuhan ekonomi secara mendasar, tetapi juga mengarah pada

penciptaan suatu budaya umum. Proses ini berlangsung secara kontinu yang selalu

melibatkan faktor ekonomi, urbanisasi, transformasi sosial budaya menuju

keseimbangan struktur sosial yang baru.2

Oleh karena itu dalam pembangunan ada istilah perubahan. Perubahan

yang dimaksud adalah perubahan ke arah yang lebih baik, namun adapula

pembangunan yang tidak pas untuk masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi

menjadi aspek utama dalam pembangunan. Kebijakan yang sering diambil guna

mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah inverstasi di daerah-daerah, terlebih

pada daerah yang kurang maju dan memiliki sumber daya alam. Masalah yang

sering dihadapi dalam pembangunan ekonomi adalah antara kebutuhan

pemenuhan dan upaya mempertahankan kelestarian.

2 Adon Nasrullah jamaludin, Sosiologi Perkotaan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 219
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Pembangunan secara geografi tidak dapat dilepaskan dari ruang

permukaan bumi yang menjadi tempat berpijak. Oleh karena itu, tidak dapat

dilepaskan dari tanah, baik sumber daya maupun sebagai lahan tempat

pertumbuhan dan pembangunan berlangsung. Tanah sebagai sumber daya, dapat

menyediakan kesuburan tanah, bahan bangunan, bahan dasar industri termasuk

penyediaan energi. Tanah sebagai lahan, memberikan tempat bagi prasarana dan

sarana pembangunan.

Beale (1980) memberikan gambaran bahwa masyarakat industri adalah

masyarakat yang menghancurkan dunia (kiamat) atau merusak lingkungan sebab

masalah lingkungan merupakan keberlangsungan hidup. Kemajuan teknologi

dapat mengeksploitasi sumber daya alam kian besar, bahkan singkat serta

memperluas “lingkungan hidup buatan manusia”. Teknologi canggih ternyata juga

belum mampu menggantikan fungsi lingkungan alam, sehingga mengakibatkan

meningkatnya dampak negatif yang keseluruhannya tidak terlepas dari ulah

manusia yang merugikan diri sendiri.3

Penerapan sebuah kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah memiliki

dimensi yang sangat kompleks. Pengalaman menunjukan bahwa penerapan

kebijakan cenderung melibatkan berbagai aktor yang berkelindan kepentingan

dengan target group atau penerima keputusan. Karenanya, tidak mudah

menerapkan kebijakan yang sarat dengan kepentingan. Ada konflik yang potensial

yang mengemuka dari serangkaian tindakan para aktor pelaksana bila kepentingan

itu tidak tercapai. Sebaliknya, kebijakan yang memiliki derajat kepentingan yang

3 Sofyan Anwar Mufid, Ekologi Manusia, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 71-72.



4

rendah oleh masing-masing aktor lebih mudah untuk diterapkan. Fenomena

penerapan kebijakan itu di diskusikan sebagai interaksi strategis antara sejumlah

kpentingan khusus untuk mencapai tujuan-tujuan mereka sendiri, yang mau tidak

mau akan bersaing dengan tujuan mandat keputusan.

Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa setiap kebijakan itu bertolak dari

beberapa kemungkinan atau alternatif untuk dipilih. Setiap alternatif membawa

konsekuensi-konsekuensi. Ini berarti sejumlah alternatif itu berbeda satu dengan

yang lainnya mengingat perbedaan dari dari konsekuensi-konsekuensi yang akan

ditimbulkannya. Pilihan yang dijatuhkan pada alternatif itu harud dapat

memberikan kepuasan karena kepuasan merupakan salah satu aspek paling

penting dalam kebijakan.

Apabila memperhatikan konsekuensi-konsekuensi yang muncul sebagai

akibat dari suatu kebijakan, hampir dapat dikatakan bahwa tidak akan ada satu

pun kebijakan yang akan menyenangkan setiap orang. Satu kebijakan hanya bisa

memuaskan sekelompok atau sebagian orang. Selalu ada saja kelompok attau

pihak yang merasa dirugikan dengan kebijakan itu, sehingga ini akan

menimbulkan konflik dalam implementasinya.

Konflik yang terjadi pada masa kini menyangkut dua hal yaitu, pertama

konflik antara rakyat dengan pemodal dengan keluarnya kebijakan Hak Guna

Usaha atas tanah milik rakyat. Kedua, konflik antara rakyat dan pemerintah terkait

pembebasan lahan untuk pembangunan demi kepentingan umum.4

4 Puji Astuti, Kekerasan dalam Konflik Agraria: Kegagalan Negara dalam Menciptakan Keadilan
di Bidang Pertanahan, (Semarang: Jurnal Ilmu Pemerintahan UNDIP), h. 52.
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Sejak tahun 2015 rencana pembangunan parik sepatu di Cijolang,

Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, terus menjadi bahan perbincangan di

tengah warga Cijolang dengan beragam gosip dan isu yang mengiringinya. Kini,

permasalahan pendirian pabrik di Cijolang telah menjadi perbincangan hingga

tingkat kabupaten bahkan telah sampai ke tingkat nasional. Respon masyarakat

Cijolang yang beragam dengan adanya isu ini menjadikan masyarakat terbagi

menjadi dua kubu yaitu, masyarakat yang pro atau mendukung pembangunan

pabrik sepatu dan masyarakat yang kontra atau menolak pembangunan pabrik

tersebut.

Gerakan sosial lahir sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak

diinginkannya atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil.

Umumnya gerakan sosial seperti ini mengambil bentuk dalam aski protes atau

unjuk rasa di tempat kejadian atau di tempat gedung perwakilan rakyat atau

gedung pemerintah.

GMPeDe (Gerakan Masyarakat Peduli Desa) adalah sebuah gerakan sosial

yang terus berjuang melakukan gerakan massif untuk menolak rencana

pembangunan industri di Cijolang karena khawatir akan dampak negatif yang

akan diterima setelah pembangunan industri berjalan.

Dalam hal ini pemerintah memiliki peran kunci dalam menentukan masa

depan terhadap permasalahan yang terjadi. Pemerintah memiliki kuasa atas

diberikan atau tidaknya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tetapi pihak yang

menolak juga menuding adanya keberpihakan Pemkab Garut kepada pengusaha

karena adanya indikasi tindakan gratifikasi dari pengusaha ke pengusaha yang
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diberikan pejabat birokrasi. Pada tanggal 23 Februari 2018, GMPeDe (Gerakan

Masyarakat Peduli Desa) bersama KPLHI (Komite Peduli Lingkungan Hidup)

menggelar aksi dengan mendatangi kantor Kecamatan Limbangan dengan

tuntutan untuk membatalkan izin rencana pembangunan pabrik industri di

Cijolang khususnya dan di Kecamatan Limbangan pada umumnya dan juga

menDesak kepolisian untuk mungusut kasus adanya indikasi tindakan gratifikasi.

Selain itu juga dalam aksi ini ketua KPLHI menyatakan bahwa Kecamatan

Limbangan terkenal dengan kawasan Pesantrennya. Aksi ini dilakukan karena

rakyat marah akibat kebijakan Pemerintah Daerah yang tetap memaksakan

berdirinya Industri di kawasan Kecamatan Limbangan.

Pernyataan diatas merupakan beberapa alasan ataupun argumen yang

mereka nyatakan dalam aksi nya untuk membatalkan pembangunan industri di

Cijolang dan permasalahan pembangunan industri yang tidak diinginkan oleh

sebagian masyarakat ini masih tetap berlanjut sampai sekarang karena masih

belum ada pernyataan sikap yang jelas dari pihak pemerintah setalah aksi tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peniliti merasa tertarik untuk meniliti

lebih lanjut tentang GMPeDe (Gerakan Masyarakat Peduli Desa) dalam usahanya

menolak pembangunan industri sepatu di Desa Cijolang. Untuk itu peniliti

mengajukan judul sebagai berikut: “Analisis Gerakan Sosial Dalam Menolak

Pembangunan Industri Sepatu (Studi Kasus Tentang GMPeDe (Gerakan

Masyarakat Peduli Desa) di Desa Cijolang Kecamatan Blubur Limbangan

Kabupaten Garut)”
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1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun diatas, maka dapat ditarik

beberapa pokok masalah yang ada, diantaranya:

1. Gerakan sosial GMPeDe (Gerakan Masyarakat Peduli Desa) dalam

menolak rencana pembangunan pabrik di Cijolang

2. Respon dari masyarakat terhadap rencana pembangunan pabrik sepatu

terbagi ini menjadi dua kubu, yakni yang pro dan kontra terhadap

pembangunan pabrik

3. Adanya indikasi tindakan gratifikasi dari pengusaha ke masyarakat

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah diuraikan, penulis

menemukan batasan dengan menekankan pembahasan pada masalah gerakan

sosial yang dilakukan organisasi GMPeDe (Gerakan Masyarakat Peduli Desa)

dalam menolak rencana pendirian pabrik industri di Cijolang. Batasan masalah ini

ditekankan agar penelitian yang dilakukan ini bisa terarah. Adapun rumusan

masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana terbentuknya gerakan sosial GMPeDe (Gerakan Masyarakat

Peduli Desa) di Desa Cijolang kecamatan Blubur Limbangan kabupaten

Garut ?

2. Bagaimana alasan penolakan GMPeDe dan masyarakat Desa Cijolang

terhadap pembangunan industri sepatu di Desa Cijolang kecamatan Blubur

Limbangan kabupaten Garut?
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3. Bagaimana analisis gerakan sosial GMPeDe (Gerakan Masyarakat Peduli

Desa) dalam penolakannya terhadap rencana pembangunan industri sepatu

di Desa Cijolang kecamatan Blubur Limbangan kabupaten Garut?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan tujuan dari penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui terbentuknya gerakan sosial GMPeDe (Gerakan

Masyarakat Peduli Desa) di Desa Cijolang kecamatan Blubur Limbangan

kabupaten Garut.

2. Untuk mengetahui alasan penolakan GMPeDe dan masyarakat Desa

Cijolang terhadap pembangunan industri sepatu di Desa Cijolang

kecamatan Blubur Limbangan kabupaten Garut.

3. Untuk mengetahui analisis gerakan sosial GMPeDe (Gerakan Masyarakat

Peduli Desa) dalam penolakannya terhadap rencana pembangunan industri

sepatu di Desa Cijolang kecamatan Blubur Limbangan kabupaten Garut.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran, memperkaya wawasan dan berguna bagi pengembangan disiplin

ilmu sosiologi, khususnya tentang organisasi gerakan sosial masyarakat secara
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umum dan organisasi GMPeDe secara khusus dalam aksi penolakannya dalam

rencana pembangunan pabrik di Cijolang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan infomasi bagi pembaca, selain

itu, penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya dilakukan

oleh kalangan akademisi maupun lainnya, serta sebagai acuan referensi untuk

bahan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi

GMPeDe (Gerakan Masyrakat Peduli Desa). Diharapkan penelitian ini bisa

menambah wawasan bagi semua kalangan yang selalu kritis terhadap isu

pendirian bangunan industri.

1.6. Kerangka Pemikiran

Gerakan sosial (social movement) adalah aktivitas sosial berupa gerakan

sejenis tindakan kelompok informal yang berbentuk organisasi, berjumlah besar

atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik

dengan melaksankan, menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan

ataupun mempertahankan.

Prof. Jarome Davis dalam Kurniawan, Lutfi J. Dan Hesti Puspito Sari

menyatakan:

“menyatakan gerakan sosial muncul sebagai reaksi atas sekumpulan
individu maupun kelompok yang tidak puas terhadap kondisi kehidupan
sosial yang terjadi. Ada semacam ketamakan hidup yang bisa
menyebabkan perpecahan sosial dan mental, maka gerakan sosial ini
berkembang dengan tujuan untuk menciptakan keharmonisan”5

5 Kurniawan, Luthfi J. & Hesti Puspitosari, Negara, Civil Society Demokratisasi: Membangun
Gerakan Sosial dan Solidaritas Sosial dalam Merebut Perubahan, (Malang: InTrans Pub, 2012),
h.115
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Alfiah memberikan uraian mengenai berbagai ekses atau dampak

industrialisasi yang terjadi dalam masyarakat diantaranya: ditinjau dari sudut

ekonomi, keberhasilan tentunya akan menyebabkan perubahan yang amat berarti

dalam struktur perekonomian masyarakat. Dalam bidang sosial, diperkirakan

industrialisasi akan menyababkan terjadi struktur sosial dimana sebagian besar

dari anggota masyarakat akan menggantungkan mata pencahariannya pada sektor

industri. Sedangkan dari segi budaya, industrialisasi diperkirakan akan

menimbulkan perubahan dan nilai-nilai dan pola gaya hidup (life style pattern)

masyarakat yang amat berarti pula.6

Keberadaan industri di suatu daerah dalam skala besar maupun skala kecil

akan memberikan pengaruh dan membawa perubahan terhadap kondisi sosial

ekonomi masyarakat sekitarnya. Sebagaimana menurut parker dkk, bahwa:

pengaruh industri terhadap masyarakat bisa berupa nilai-nilai, pengaruh fisik

terhadap masyarakat dan usaha industrial interset group untuk mempengaruhi

masyarakat.7

Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi mengemukakan bahwa

perubahan dalam masyarakat akan banyak menyangkut banyak hal dan dapat

mengenai norma-norma, nilai-nilai, pola perilaku orang, organisasi, susunan dan

stratifikasi kemasyarakatan.8

6 Imam Nawawi, Pengaruh keberadaan Industri Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya
Masyarakat Desa Lagadar Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung, (Jurnal Sosietas. Vol. 5
No. 2, Bandung: Jurnal UPI, 2015).
7 S.R. Parker dkk, Sosiologi Industri, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 92.
8 Soleman B. Taneko, Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan,
(Jakarta: CV Rajawali, 1984), h. 154.
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Dengan mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi oleh karena interaksi

antara manusia dengan lingkungan, maka sesungguhnya tidak ada masalah

lingkungan, jika hubungan keselarasan antara berbagai zat, benda dan organisme

itu tidak terganggu. Sebaliknya jika tidak, mungkin karena Desakan kebutuhan

manusia, kurangnya kesadaran akan lingkungan hidup dan lain-lainya, sehingga

menyebabkan terganggunya keserasian antara lingkungan itu akan semakin rusak.

Misalnya, pencemaran air dengan zat-zat kimia yang mengandung racun dengan

tujuan untuk mendapatkan ikan, penebangan kayu di hutan, pembuangan sampah

tak teratur, membuang kototan di sembarang tempat; kesemuanya itu akan

mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup. Sebagai akibatnya lebih lanjut,

rusaknya lingkungan hidup itu kemudian akan menjadi bumerang bagi kehidupan

manusia itu sendiri; terjadi kekeringan, kebakaran, pencemaran air sungai, pendek

kata semakin menyebarnya berbagai macam penderitaan manusia dan masyarakat

secara umum.9

Sebuah gerakan sosial dapat timbul sebagai reaksi yang dilakukan oleh

individu, kelompok ataupun organisasi sebagai reaksi terhadap masalah sosial

yang terjadi di masyarakat dan pada dasarnya gerakan sosial ini bertujuan untuk

menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini pulalah yang

tercermin dalam gerakan sosial yang dilakukan oleh GMPeDe (Gerakan

Meayarakat Peduli Desa), mereka beranggapan bahwa masalah sosial yang akan

terjadi akibat adanya kawasan industri yang membawa dampak negatif dan

menciptakan perubahan sosial diantaranya masalah lingkungan, perubahan nilai

9 Abdulsyani, Sosiologi: Sistematika, Teori, dan Terapan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h.
195.
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dan norma yang ada di Desa Cijolang yang terkenal sebagai kawasan pesantren

dengan nilai keagamaannya yang sangat kental.

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Rencana Pembangunan
Industri

Izin Mendirikan Bangunan

Kebijakan Ditolak Masyarkat

Bentuk

Penolakan

Alasan

Penolakan

Upaya Yang

Dilakukan
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1.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Devi Nurjanah dengan judul “Perubahan Sosial

di Kawasan Industri Pertamina Desa Jaya Bakti (Studi kasus tentang Perubahan

Sosial di Desa Jaya Bakti kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi Jawa

Barat)”. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan sosial setelah

adanya industri di masyarakat Desa Jaya Bakti Kecamatan Cabangbngin

Kabupaten Bekasi. Kemudian untuk mengetahui dampak dan faktor-faktor

penyebab perubahan sosial setelah adanya industri pertamina. Hasil penelitian ini

perubahan sosial yang terjadi di Desa Jaya Bakti setelah adanya industri

pertamina ada tiga yaitu, mengenai perubahan sosial (kesehatan dan infrastruktur),

ekonomi dan agama. Faktor penyebab terjadinya perubahan dalam masyarakat

adalah aspek sosial (Kesehatan dan Infrastruktur), ekonomi dan agama. Setalah

menyebabkan perubahan sosial dan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan

sosial di masyarakat Desa Jaya bakti, dengan adanya pertamina juga berdampak

negatif dan positif terhadap aspek sosial (kesehatan dan infrastruktur), ekonomi

dan agama.10

Penelitian diatas adalah gambaran bagaimana dampak atau efek dari

industrialisasi di Desa. Sesuai dengan hasil penelitian diatas, penulis meniliti

tentang bagaimana gambaran-gambaran dampak jika industrialisasi di Cijolang

terjadi sesuai realitas-realitas yang ada di Indonesia, contohnya penelitian yang

dilakukan oleh Devi Nurjanah diatas.

10 Devi Nurjanah, Perubahan Sosial di Kawasan Industri Pertamina Desa Jaya Bakti (Studi Kasus
tentang Perubahan Sosial di Desa jaya Bakti Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi Jawa
Barat), (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2013)
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Kemudian penelitian yang kedua oleh Dera Puji Astuti denga judul

“Penolakan Masyarakat Terhadap pembangunan Apatemen Soetta Sky Park

Cibiru (Studi kasus di Kelurahan Pasirbiru Cibiru kota Bandung)”. Tujuan

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai penyebab penolakan

masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bentuk dari

penolakan yang dilakukan, serta akibat penolakan yang dilakukan dan upaya yang

dilakukan oleh pihak RW dan masyarakat Kelurahan Pasirbiru Cibiru Kota

Bandung sehingga konflik atau penolakan yang dilakukan oleh masyarakat tidak

berujung pada kekerasan. Hasil penelitian diperoleh bahwa pendapat masyarakat

RW 01 Kelurahan Pasirbiru Cibiru Kota Bandung mengenai pembangunan

Apartemen Soetta ini terbagi 2 kubu, yaitu menerima dan menolak pembangunan

Apartemen Soetta Sky Park Cibiru. Alasan penolakan pembangunan aparteen ini

dikarenakan pembangunan apartemen yang dilakukan akan berdampak pada

penduduk sekitar. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa dampak sosial dan

dampak lingkungan. Untuk menghindari penolakan yang anarkis dan

mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya, masyarkat dan

pihak RW 01 membuat Forum Batas Kota Sebagai wadah dan juga mediator

antara masyarakat dengan pihak pengembang.11

Dalam penelitian yang kedua ini, ada kesamaan dengan peniltian penulis

buat. Hasil penelitian diatas lebih memfokuskan  pada konflik yang terjadi antara

masyarakat dengan pengembang. Sedangkan penelitian yang penulis buat lebih

11 Deri Puji Astuti, Penolakan Masyarakat Terhadap Pembangunan Apartemen Soetta Sky Park
Cibiru (Studi Kasus di Kelurahan Pasirbiru Cibiru Kota Bandung, (Bandung: UIN Sunan Gunung
Djati, 2016).
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fokus pada bagaimana bentuk serta strategi gerakan penolakan yang dilakukan

serta upaya apa saja yang dilakukan dalam menolak pembangunan.


